L

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

1;.-1-—-;»1?’:}
\%& DINAS PENDIDIKAN
Jin, Pemda 04 No. 15 Distrik Agats Kode Pos ; 99777
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
NOMOR 022 TAHUN 2024
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) BETLEHEM AGATS
KABUPATEN ASMAT

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,
Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi  Khusus bagi Provinsi Papua memberikan
kewenangan kepada daerah  Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan
jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif
Provinsi Papua;

Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di
seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub
sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan
kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua;

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan perundang-undangan vang berlaku;

. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan
sumber daya manusia vang berkualitas;

Bahwa untuk pelavanan pendidikan dan hasilnya belum
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua
maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;

Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan
melalui  pendidikan yang bermutu sehingga perlu
melaksanakan vang bernilai unggul Asmat;

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada SPS di Kabupaten Asmat perlu adanya ljin
Operasional Sekolah ;

. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
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Memperhatikan :

Mengingat

g

Surat Keputusan Gereja Protestan Indonesia di Papua, Anggota

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Asmat, Majelis
Jemaat Betlehem Agats, Nomor : 01/D2.3.1./IV/2024, tanggal 8
April 2024 tentang ljin Pendirian Penvelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Layanan SPS Betlehem Agats.

-

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4245);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3485);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

: [jin Operasional PAUD Kelompok Layanan SPS Betlehem

Agats dengan penanggung jawab pengelolaan pada Majelis
Jemaat Betlehem Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Selatan,

: Operasional PAUD Kelompok Layanan SPS Betlehem Agats

dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan
pengajaran non formal melalui program dan kegiatan
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai standar
Pendidikan Nasional,

2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun
Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan,
pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok
Layanan SPS Betlehem Agats;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
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KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT : ljin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU secara resmi terhitung mulai tanggal 16 April 2024
sampai dengan 16 April 2026 dan akan diperpanjang setelah
dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat
Cq. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 15 April 2024

--ﬁTP."fQ'?ZDEEB 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke;
Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
Pengelola Paud Layanan SPS Betlehem Agats di Agats;

Pertinggal.
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GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA

Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
KLASIS ASMAT
MAJELIS JEMAAT BETLEHEM AGATS

Jin. Frans Kafrepo Telp. (0902) - 31080  Kode Pos . 99777

ASMAT — PAPUA SELATAN
e

SURAT KEPUTUSAN

KETUA MAJELIS JEMAAT GPI PAPUA BETLEHEM AGATS

NOMOR : 01/D2.3.1/IV/2024

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a.

Mengingat :

LAYANAN SPS BETLEHEM AGATS

KETUA MAJELIS JEMAAT BETLEHEM AGATS,

bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum kepada penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usla Dinl dalam memberikan Layanan Pendidikan

Anak Usia Dini Layanan $atuan Paud Sejenis (5PS):

b. bahwa penerbitan ljin Fendiran Penyelenggaraon Pendidkan Anak

Usia Dini Layanan Satuan Paud S$ejenis (SPS) sebagaimana dimaksud
huruf {a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Majelis Jemaat Betlehem
Agals;

1. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonomi Irdan Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat ( Lembaran Megara Republik Indoneda Tahun
1269 Momor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia

MNomor 2907 ) ;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

bagi Provinsi Papua (Lembaran Megara Tahun 2001 MNomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151}, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 112, Tambezhan Lembaran Megara Republik Indonesia

MNomor 4884) ;
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3. Undang - Undang Nomaor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan
Anak{Lembaran Megara Republik Indonesta Tahun 2002 Nomor
109):

+. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarml. Kabupaten Keerom. Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Rabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kalmana, Kabupatend Boven Digoel, Kabupaten Mappl. Kabupaten
Asmal, Kabupaten Teluk Bintunl, dan Kabupaten Teluk Wondama dl
Provind Papua Menjadl Undang-Undang ( Lembaran MNegara
Republik Indonesta Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4245 )

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47. Tambahan Lembaran Megara Republlk Indonesia Momor 4286 )

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287):

7. Undang-Undang  MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momor 5, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4286)

8. Undang-Undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 126,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4438 ;

9. Undang-Undong MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  perundang-Undangan(lembaran  Megara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesla MNomor 5234)isebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan  Perundang-Undangan(Lembaran  Negara  republic
Indonesita Momor 183, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 63698);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014
tentang Aparatur Sipll Negara{Llembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6.Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494) ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesla Tahun 2015 Nomaor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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12. Peraturan Pemrintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan ;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang MNegara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007.Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578):

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4578):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorm 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Daslam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubshan kedua atas peraturan Menteri Dalam Megeri
Momer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berlta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

19. Peraturan Menteri Dalam MNegerd Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Reuplik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 NMomar 157):

Memperhatikan :  Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Berbasis Pendiddikan
Agama Kristen Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini,Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
JKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU Memberikan ljin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Layanan Satuan Paud Sejenis (SP5) kepada ;

Nama lembaga : SPS BETLEHEM AGATS

Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Alamat : Jalan Frans Kaisepo-Distrik Agats-
Kabupaten Asmat = Propinsi Papua Selatan
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KEDUA - Ifin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dinl Layanan SPS

Betlehem Agats dengan Penaggung Jawab Pengelolaan Pada Maljells
Jemaat Betlehem Agats Kabupaten Asmat Propinsi Papua Selatan.

KETIGA  : Pendidikan Anak Usia Dini Layanan SPS betiehem Agats dalam DIKTUM

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan.pendidikan dan pengajaran non
formal melalul program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dinl
MNon Formal sesuai Standar Pendidikan Nasional ;

2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya balk
ditingkat  kabupaten.Propinsi  maupun  Pusat  dalam
menyelenggarakan  kegiatan  pembinaan.pendidikan  dan
pengajaran pada Layanan P Betlehemn Agats :

3. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada PAUD Layanan $PS
Betlehem Agats di mulal tanggal 14 April 2024;

4. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Majelis
Pekeria Klasisn Asmat dan Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,

. KEEMPAT : Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Agats
pada tanggal : 08 April 2024

Majelis Jemaat GPI Papua Betlehem Agats

Salinan Keputusan Inl disampaikan kepada Yih;

L

oo S

Bupali Asmal di Agats ;

Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;

Angeota Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats:
Eepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat di Agats ;
inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats :
Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats:

Kepala BPKAD Kabupaten Asmat di Agats:

Ketua Majells Pekerja Klasis GPI Papua Asmat di Agats.

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN ¢ KEPUTUSAN KETUA MAJTLIS JIMAAY
BETLENIEM AGATS
HOMOR  : OUD2.31MAN2034
TANGGAL : 08 Aprll 2024

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN FENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN 'SPS BETLEHEM AGATS "
PFEMBINA
Poll. THOMAS BAPCY,M.Th
PEMGELOLA 5P
ANTHONY BANAROTASH
SEKRETARIS DENTATLARA
EBSON ALBERTHLUS YULITA SILLUBUN
TUTOR 5P5 TUTOR $PS
PALANITA JEARMOMIANAMN,S.Th WELMINA RAHAIAN

Ditetakan di : Agals
Pada Tanggal : 08 Apell 2024

Majells Jemant GPI Papua Betlehem Agats
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